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PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO

NOMOR 16 TAHUN 2013
TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK JALANAN DAN
KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

Bahwa keberadaan anak jalanan dan lanjut usia merupakan
entitas kelompok masyarakat yang rentan terhadap
permasalahan sosial oleh karenanya negara memiliki peran
dan tanggung jawab untuk melindungi serta memajukan harkat
dan martabat kemanusiaan demi terwujudnya kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana
amanat Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Bahwa keberadaan anak jalan dan lansia dalam kehidupan
kemasyarakatan berhak atas kelangsungan hidup yang layak
dan sejahtera, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas
perlindungan dari kekerasan dan tindakan diskriminasi;

Bahwa upaya dan strategi perlindungan anak jalanan dan
kesejahteraan lanjut usia diarahkan pada komitmen untuk
mewujudkan sinergi tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance) yang menjamin kelayakan kehidupan dan
kebijakan perkotaan yang responsif dan solutif terhadap
persoalan perlindungan anak jalan dan kesejahteraan lanjut
usia dari problematika sosial dan pengentasan kemiskinan.
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b,huruf c, dan huruf maka, perlu dibentuk
peraturan daerah tentang perlindungan anak jalanan dan

kesejahteraan lanjut usia.
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Pasal 18 Ayat (1), Ayat (6),Pasal 28 B Ayat (2), Pasal 28 C Ayat
(1), Ayat (2), Pasal 28 | Ayat (2), Pasal 34 Ayat (1), Ayat (2),
dan Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun Tahun
1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota
Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1950 Nomor 40. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 551);

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3143);

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209),

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan
Lanjut Usia (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 190,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3796);

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3886),

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4235);

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279),
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Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan
Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4967);

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan
Protokol untuk Mencegah, Menindak dan Menghukum
Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak-Anak,
melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang
Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5063);

Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran
Negara Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5080);
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Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan PerUndang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234),

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan
Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5235);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun
1982 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah
Tingkat Il Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3242);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang
Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4451);

Peraturan Pemerintah No 79 Tahun 2005 tentang Pedoman,
Pembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanPemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan
Polisi Pamong Praja (Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5094);

Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 Tentang Gugus
Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana

Perdagangan Orang;
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik indonesia Nomor 60
Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah
Lanjut Usia Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam
Penanganan Lanjut Usai Di Daerabh;

Peraturan Menteri Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat
Republik Indonesia Nomor 25/KEP/MENKO/KESRA/IX/2009
Tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang (TPPPO) dan Eksploitasi Seksual Anak
(ESA) 2009-2014;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73
Tahun 2009 tentang Tata cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerabh;

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011
tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak
(Berita Negara Republik indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik indonesia Nomor 53
Tahun 2011 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik indonesia Tahun 2011 Nomor
694);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54
Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan
Polisi Pamong Praja Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 705);

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun
2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan
Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor
10/HUK/1998 tentang Lembaga-lembaga Kesejahteraan Lanjut
Usia;

Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Daerah Kota Mojokerto;

Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Organisasi Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat DPRD, dan
Staf Ahli Kota Mojokerto;
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36. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Organisasi Dinas-Dinas Kota Mojokerto;
37. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tentang

Organisasi Lembaga Teknis Kota Mojokerto.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO
dan
WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

JALANAN DAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

f.

2.
3.
4

Daerah adalah Kota Mojokerto.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mojokerto.

Walikota adalah Walikota Kota Mojokerto.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto.

Dinas sosial adalah Dinas sosial Kota Mojokerto.

Dinas kesahatan adalah Dinas kesehatan Kota Mojokerto.

Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan
Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto;

Kesejahteraan Sosial adalahsuatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik
materi maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan
ketenteraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara
mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmaniah, rohaniah yang sebaik-
baiknya bagi diri, keluarga dan masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak
asasi manusia serta tanggung jawab sosial.

Organisasi Sosial adalah suatu perkumpulan sosial yang dibentuk oleh
masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum
berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan
usaha kesejahteraan sosial.
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Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan
keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan
anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara,
Hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat
dan martabat manusia.

Komisi Daerah Lanjut Usia Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Komda
Lansia Kabupaten/Kota adalah wadah yang melakukan upaya penanganan Lanjut
Usia di tingkat kabupaten/kota.

Hak Anak adalahbagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan
dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.
Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang
dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara
rohaniah, jasmaniah maupun lingkungan sosialnya.

Anak adalah seseorang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun.

Anak Jalanan adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di
jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghabiskan.
sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.
Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak
agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai
dengan harkat dan martabat, kemanusian serta mendapatkan perlindungan dan
kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi yang mempunyai masalah dijalanan.

Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

Jalanan adalah tempat untuk lalu lintas orang atau kendaraan, serta tempat
fasilitas publik yang digunakan untuk lalu lintas orang yang diatur berdasarkan
peraturan perUndang-undangan.

Program Kesejahteraan Sosial Anak yang selanjutnya disebut PKSA adalah
upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah,
Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna
memenuhi kebutuhan dasar anak, yang meliputi bantuan atau subsidi pemenuhan
kebutuhan dasar, aksesibilitas pelayanan sosial dasar, penguatan orang
tua/keluarga dan penguatan lembaga kesejahteraan sosial anak.

Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kota yang mempunyai
sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan
sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara
menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk
menjamin terpenuhinya hak anak.

Lanjut Usia yang selanjutnya disingkat Lansia adalah seseorang yang telah
mencapai usia 60 (enam puluh) tahun atau lebih.
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Kesejahteraan lanjut usia yang selanjutnya disebut dengan kesejahteraan lansia
adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial yang diliputi oleh rasa
keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan para
Lansia memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya
dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Lansia Potensial adalah Lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau
kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.

Lansia Tidak Potensial adalah Lansia yang tidak berdaya mencarinafkah sehingga
hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.

Lansia Terlantar adalah Lansia yang karena suatu sebab tidak dapat memenuhi
kebutuhan pokoknya baik rohani, jasmani maupun sosialnya.

Karang Werdha adalah wadah untuk menampung kegiatan paralLansia.

Panti Werdha adalah sistem pelayanan kesejahteraan bagi Lansiayang terlantar.
Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri
dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya beserta kakek
dan/atau nenek.

Bantuan sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar
lansia potensial dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.

Perlindungan sosial adalah upaya Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat untuk
memberikan kemudahan pelayanan bagi Lansia tidak potensial agar dapat
mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.

Kesehatan adalah keadaan sejahtera badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan
setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Pembinaan adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat hidup Lansia,
sehingga gairah hidup tetap terpelihara, lewat organisasi atau perkumpulan khusus
bagi para lansia.

Aksesibilitas adalah kemudahan untuk memperoleh dan menggunakan sarana,
prasarana dan fasilitas umum bagi lansia untuk memperlancar mobilitas Lansia.
Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial
dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Pelayanan Harian Lansia (Day Care Services)adalah suatu model pelayanan sosial
yang disediakan bagi Lansia, bersifat sementara, dilaksanakan pada siang hari di
dalam atau di luar panti dalam waktu maksimal 8 jam, dan tidak menginap, yang
dikelola oleh pemerintah atau masyarakat secara professional.

Pelayanan Sosial di Keluarga Sendiri (Home Care Services) adalah bentuk
pelayanan sosial bagi Lansia yang dilakukan di rumah atau di dalam keluarga

sendiri.
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